
BUPATI BINTAI\

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 16 rAEUN 2007

TENTANG

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2OO7

BUPATI BINTAN,

a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, diperlukan

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di seluruh lndonesia;

b. bahwa dengan adanya pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan

dan DesaiKelurahan baru, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri 109 A
tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 tahun 2003

sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,

perlu menetapkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan

Kabupaten Bintan dengan Peraturan Bupati.

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

otonom dalam Lingkungan Daerah propinsi sumatera Tengah

(Lembaran Negara Tahun lgSO Nomor 25);

2. Undang undang Nomor 2s rahun 2oo2 tentang pembentukan

Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Tahun 2oo2 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara lndonesia Nomor 4237 ) ;

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Tahun lggg Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3839 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan lbukota

Kabupaten Bintan dari wilayah Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bentan

di wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 158 ):



=ga.s: =en+--cr=li 
Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan Nama

a{*h.Fer i{ep.iaua* Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan

Rrau { Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 2006, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4605 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1B Tahun 2005 tentang Kode dan

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan

Bentuk Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

I*,ICNCIAPKAN : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2OO7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Bintan;

(2) Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Bintan;

(3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

(4) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah;

(5) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja
kecamatan;

(6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

(7) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi
pemerintahan yang dijadikan pedoman dalam penataan sistem informasi pemerintahan.

(8) Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama
wilayah dan luas wilayah, serta jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabuoaten

6.

7.



J

Pasal2

Penjabaran lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) dan (8) disusun
dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui diperintahkan Peraturan Bupati ini diumumkan dalam Berita
Daerah Kabupaten Bintan.

Diumumkan di Kijang
Pada tanggal aa k*,rbr
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